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surat pemyataan pengunduran diri dari karyawan atau
pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilu.

Pasal 228

Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa
pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang
bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya.

Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harls dibuktikan dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan
kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

PasaJ229

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam
mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib
menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh kehra umum
atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain
partai politik atau kettra umum atau nama lain dan
sekretaris jenderal atau nama lain Partai Politik yang
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. kesepakatan terhrlis antar-Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung;

d. kesepakatan . . .
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d. kesepakatan tertulis antsra Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;

e. naskah visi, misi, dan program dari bakat Pasangan
Calon;

f. surat pemyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g. kelengkapan persyaratan bakd Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

(21 KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. pendaftaran I (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan partai politik Peserta Pemilu yang
mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
Lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Paragraf 3

Verifikasi Bakal Pasangan Calon

Pasal 230

KPU melakukan verifrkasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaxatan administratif bakal
Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya
surat pencalonan.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang
bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak
diterimanya surat pencalonan.

(1)

(2t

Pasal 231 ...
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Pasal 231

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pas) 229
belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal
Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil verifrkasi dari KPU
sebogaimana dimaksud dalam Pasal 23O ayat(21.

Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon
menyerahkan hasil perbaikan dan/aAu kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU
paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil verffikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang
kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai
Politik yang bergabung dan/atau balcal Pasangan Calon
paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif
bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verilikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam
Peraturan KPU.

Pasal 232
(1) Dalam haf bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak

memenuhi persyaratan sebagai66la dimaksud dalam
Pasal 227 dan Pasal 229, WU meminta kepada Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk
mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai
pengganti.

(21 Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik
dan/ atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU. . .



(3)

(4)

(l)

(2)

Pasal 233
Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ttdak lengkap, tidak
benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan
Partai Politik yang bersangfuutan tidak dapat lagi mengusulkan
bakal Pasangan Calon.
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KPU melal<ukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakef
Pasangan Calon sebagei'nana dimaksud pada ayat (Z) pating
lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan
bakal Pasangan Calon banr.

KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada
hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal
Pasangan Calon yang baru.

Pasal 234

Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau
kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan teraf
sampai dengan 7 (tr{iuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau
bakaf Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi
kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon
pengganti.

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal
Pasangan Calon pengganti seb"gaimana dimaksud pada
ayat (l) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal
Pasangan Calon tersebut didaftarkan

Paragrafa. . .
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Parugraf4

Penetapan dan Pengumuman pasangan Calon

Pasal 235
(1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KpU tertutup dan

mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi
syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
I (satu) hari setelah selesai verifrkasi.

(21 Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang
pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan
Calon, I (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut
Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU
memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama
2 (dua) x 7 (tqjuh) hari.
Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang
memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak
mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik
bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu
berikutnya.

Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat I (satu)
Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap
dilaksanakan sesuai dengan ketenhran Undang-Undang ini.

(4)

(s)

(6)

Pasal 236
(1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c dilarang menarik
calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkari
oleh KPU.

(2) Salah. . .
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(21 Salah seorang dari bd€l Pasangan Calon atau bakal
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik
sebqgaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan
Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon
pengganti.

Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan
Calon sebagaimena dimaksud pada ayat (2) mengundurkan
diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 237

Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai
dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah
satu Calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap,
dapat mengusulkan pengganti salah sahr Calon atau
Pasangan Calon kepada KPU paling lama 7 (ttljuh) hari sejak
salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakhirnya batas waktu sebagai'nana dimaksud pada
ayat (f ) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan
dengan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

{21

(3)

Pasal 238...
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Pasal 238
(1) Ddam hal salah satu calon atau Pasangan Calon

berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan
suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling Lama 15 (lima
belas) hari sejak Pasangan Calon berhatangan tetap.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan .

Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada:'
ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama'
3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai
berakleirnya batas walrtu sslqgairnana dimaksud pada ayat
(2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

KPU melakukan verilikasi dan menetapkan Pasangan Calon,
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama
3 (ti*) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dihrnda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan KPU.

Paragraf 5

Pengawasan atas Verifrkasi Kelengkapan Administrasi Pasangan ;

Calon

Pasal 239

Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon
yang dilakukan oleh KPU.

Dalam hal Bawaslu sslqgaiman4 dimaksud pada ayat (1)
menernukan unsur kcsengajaan atau kelalaian anggota KPU
yang berakibat merugikan Pasangan Calon, Bawaslu
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(4)

(1)

(21

(3)KPU. . .
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(3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD lGbupaten/Kota

Paragraf f
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD lhbupaten/Kota

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus
memenuhi persyaratan:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik
Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam'
bahasa Indonesia;

e. berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah
atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan,
madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang
sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali .

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat . . .
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h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika;

i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparahrr sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber
dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak'
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah serta badan Lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilaq dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi
ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan
lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program pendidikan menengah;

c. surat . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

_160_

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR;

e.

f.

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak
pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga
pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat
keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;

surat pemyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh
waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
cukup;

surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, '

wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas
kertas bermeterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan,
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah
serta pengurus pada badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara;

karhr tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya
dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu)
lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan
pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani.
di atas kertas bermeterai cukup.

i.
j.

Paragral2,.,
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Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi' dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 241

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(21 Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau
peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasp'l242

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerirna imbalan
dalam benhrk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 berlakri
secara mutatis matandis terhadap seleksi bakal calon artggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 243

Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-
masing.

Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oteh pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Daftar bakat calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan
oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota.

Pasal244
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
memuat paling banyak I O0olo (seratus persen)
pada setiap daerah pemilihan.

(1)

(21

(3)

(4)

dalam Pasql 243
dari jumlah kursi

Pasal 245 .
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Pasal 245

Daftar bal€l calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

Pasal 246

Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 243 disusun berdasarkan nomor urut.
Di dalam daftar bakat calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling
sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai pas foto diri terbanr.

Pavl247
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24_3
diqiukan kepada:

a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang
ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau
nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau
nama lain;

b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD
provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain
dan sekretaris atau nama lain; dan

c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota
DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua
atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

(21 Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota diqiukan paling lambat 9 (sembilan) bulan
sebelum hari pemungutan suara.

(1)

Paragraf3. ...
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Paragraf 3

Verilikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 248

KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon
anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen).

KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal cdon
anggota DPRD provinsi dan verifrkasi terhadap terpenuhinya
jurnlah bakal calon paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan.

KPU Kabupaten/Kota melakr-rkan verifikasi terhadap
kelengfupan dan kebenaran dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan
verilikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling
sedikit 3O% (tiga puluh persen) keterurakilan perempuan.

Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak
terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan
administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

(2) Dalam hd daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan
perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan
kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon
terscbut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calori
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 250. . .
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(3)
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Pasal 250

KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota meminta
kepada partai politik untuk mengajukan bat<al cdon baru
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan
atau menggunakan dolnrmen palsu.

Partai politik mengqiukan nama bakal calon baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat
belas) hari terhihrng sejak surat permintaan dari KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/KoLa diterima oleh partai
politik.

Partai Politik Peserta Pemilu yang bersanglmtan tidak dapat
mengajukan bakal calon pengganti apabila puhrsan
pengadilan telatr memperoleh kekr:atan hulir:m tetap
membuktikan tedadinya pemalsuan atau penggunaan
dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya
daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Paragraf4

Pengawasan Atas Verifrkasi Kelengkapan Administrasi Bakal "

Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD lGbupaten/Kota

Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu KabupatenlKota,
melaktrkan pengawasan atas pelaksanaan verilikasi
kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilalmlran oleh
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4)

(2) Dalam...

p
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Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KpUi
KPU Provinsi, dan KPU Ihbupaten/Kota berakibat
merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Bawaslu provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan
hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Ibbupaten/Kota.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU I(abupaten/Kota wajip
menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu lhbupaten/ Kota sebagaimanri
dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 252

Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasat 248 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;

b. KPU Provinsi untuk dafAr calon sementara anggota
DPRD provinsi; dan ,

c. KPU Kabupaten/Kota unhrk daftar calon sementara
anggota DPRD kabupaten/kota.

Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditandatangani oleh kehra dan anggota KPU, KPU provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.
Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri
terbaru.

(1)

(21

(3)

(4) Daftar. . .:
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(4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetah
harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (sattr)
media massa cetak harian dan media massa elektronik
daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima)
hari.

Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan
kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling
lama 10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon
sementara diumumkan

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon sementara partai politik masing-masing pada
media massa cetak harian nasional dan media massa
elektronik nasional.

Pasal 253

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Ikbupaten/Kota meminta
klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan
dari masyarakat.

(21 Pimpinan partai politik hams memberikan kesempatan
kepada calon yang bersangkutan unttrk mengklarifikasi
masukan dan tanggapan dari masyarakat

(3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 secara terhrlis kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Dalam hal hasil ktarilikasi sgfagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak
memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
KabupatenlKota memberitahukan dan memberikan
kesempatan kepada partai politik unhrk mengajukan
pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

(5) Pengajuan...
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Peng{uan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) paling lama
7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai
politik.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
verilikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaxatan administrasi pengganti calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama
3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon
dan daftar calon sementara

Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon
dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon
sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

:

Pasal 254

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi
bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan
ketentuan perattrran perundang-undangan.

Pasal 255

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tet?p yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuari
dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 254 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan
tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf6. . .
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Paragraf 6

Penetapan dan Pengumuman Daftar Cdon Tetap
Anggota DPR dan DPRD

Pasal 256

(1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.

(21 KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD
provinsi.

(3) KPU lhbupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota
DPRD kabupaten/kota.

(4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (21, dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut darr
dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasd 257

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255
diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
I(abupaten/Kota.

(21 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam
daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media
massa cetak harian nasional dan media massa elektronik
nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
diatur ddam Perattrran KPU.

I
t,

Paragraf 7 . ..,,
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Paragral T

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Anggota DPD

Pasal 258

(1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat
mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada
KPU melalui KPU Provinsi.

(21 Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulrtikan dengan:

a. karhl tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat
belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh
satuan pendidikan atau program pendidikan menengatr; i'

c. surat pernyataan bermeterai bag calon anggota DPD
yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan
dari lembaga pemasyarakatan bag calon yang pernatt

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat
keterarrgan bebas narkotika i

e. surat tanda bukti telatr terdaftar sebagai pemilih; 
,

f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekeda penuh,
wakflr yang ditandatangani di atas kertas bermeterai

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik
sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkari
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas
bermeterai culmp;

h. surat.
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h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahrr
sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,
pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber
dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan

i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan
untuk I (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani
di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat
9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Paragraf8 
:

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DpD

Pasal 259

(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan bakal calon anggota DpD.

(21 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu
pelaksanaan verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

.

(1)

Pasal 260

Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar
dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari
tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap
pendulnrng.

Seorang Pemilih tidak dibolehlran memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DpD.

(21

(3) Dalam .
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(3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data
yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD
terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal
pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan
jumlah dukungan minimat Pemilih sebanyak 50 (lima puluh)
kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan

Paragraf 9

Pengawasan Atas Verilikasi Kelengkapan Administrasi Bakal

Pasal 261

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu IGbupaten/Kota
melalnrkan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi
kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota

lPP yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat ,

memgikan atau menguntungkan bakal calon anggota DpD, .,

maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
KabupatenlKota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU :

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
ditindaklanjuti oleh KPU, KpU provinsi, dan KpU
Kabupaten/Kota.

Paragraf 10 . '

Pasal 262
KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DpD.
Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh kettra dan anggota KpU.

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(3) Daftar .
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Daftar calon sementara anggota DpD sebagaimana dimaksud
pada ayat (U diumumkan oleh KpU paling sedikit pada
1 (sahr) media massa cetak harian dan media massa
elektronik nasional dan 1 (sattr) media massa cetak hariart
dan media massa elektronik daeratr serta sarana
pengumuman lainnya unhrk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada XpU paling lama .

10 (sepuluh) hari terhihrng sejak daftar calon sementara
diumumkan.

Masukan dan tanggapan masyarakat unhrk perbaikan daftar
calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 262 ayat (3) disampaikan secara terhrlis kepada KPU
disertai bukti identitas diri.
KPU, KPU Provinsi, dan KPU lkbupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakat
calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan
masyarakat. '

Pasal 264

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen
atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi
bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KpU
Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan
peraturan penrndang-undangan.

Pasal 265

Dalam hal puhrsan pengadilan yang memperoleh kekuatarr
hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan
dokumen atanr penggunaan dolnrmen palsu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 264 dibacakan setelah Kpu dan Kpu'
Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putrrsan
tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

(4)

(1)

(2t

Paragraf11...
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Paragraf 1 1

Penetapan dan Pengumuman

Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 266

(1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU

(21 Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto
diri terbam.

(3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diumumkan oleh KPU.

(4) Ketentrran lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan
anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VII

KAMPAI{YE PEMILU

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 267

(1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik
masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab

(21 Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara
IGmpanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan
I(ampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 268

(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
(2) Karnpanye Pernilrr diikuti oleh peserta. karnpanye.

Pasal 269 . ;'.
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Pasal 269

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil presiden
terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan partai
Politik pengusul, orang-aeorang, dan organisasj
penyelenggara kegiatan yang dihrnjuk oleh peserta pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye.
nasional.

Dalam membentuk tim lGmpanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan
Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan
Partai Politik pengusul.

(4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakit Presiden
sebageimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menJrusun
seluruh kegiatan tahapan Ka:npanye dan bertanggung jawab
atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan l(ampanye.
Tim Ikmpanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi. .

Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
prorrinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat
kabupaten/kota.

Tim l(ampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat
kecamatan.

Tim I(ampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat
kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat
kelurahan/desa.

Pasal 270
Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DpR terdiri atas
pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota
DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi.
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DpR.

(21

(3)

(s)

(6)

(7t

(8)

(1)

(2) Pelaksana . . .
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Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri
atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi,
calon anggota DPRD provinsi, junr l(amparrye Pemilu, orang
seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh Peserta Pemilu
anggota DPRD provinsi.

Pelaksana l(ampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD
kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota,, juru
Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang
ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 27L

Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon
anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang dihrnjuk oleh
Peserta Pemilu anggota DPD.

Pasal272 
;

(l) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kamparrye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 27O, dan Pasal 271 harus
didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota.

(21 Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kamparrye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
Bawas1u, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu I(abupaten/Kota.

Pasal 273

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Bagran Kedua

Materi Kamparrye

(1) Materi kampanye meliputi:
a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kamparrye

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

b.visi...
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b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik
Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota
DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota; dan

c, visi, misi, dan program yang bersangfutan unhrk
kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon
anggota DPD.

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi
penyebarluasan materi l(ampanye Pemilu Presiden dan Wakit
Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan
Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Bagian Ketiga

Metode Kampanye

Pasal 275

(1) IGmpanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267
dapat ditrakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. pertemuan tatap muka; i

c. penyebaran bahan l(ampanye Pemilu kepada umum;
d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
e. media sosial; .:

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan
internet;

g. rapat umum;
h. debat Pasangan Cdon tentang materi IGmpanye

Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanyq ,

Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I(ampanye sslagqim€ms dimaksud pada ayat (1) huruf d,
huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh
APBN. :

(2)

Pasal276. . .
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Pasal276
Ihmpanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27S "
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan
sejak 3 (riga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Ihbupaten/Kota unhrk pemilu anggota DpR, DpD, dan
DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan
Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ZS
ayat (l) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 2l (dua
puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya
Masa Tenang.

Pasat277 :

Debat Pasangan Calon sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 275 ayat (l) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
Debat Pasangan Calon sebagaimana dimahsud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara.
nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran
publik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KpU dari
kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai
integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepadS
salah sahr Pasangan Calon.

Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan Calon,
moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan
simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari
setioF Pasangan Calon.

Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah Indonesia;

b. mernajtrkan kescj ahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

(1)

t2l

(4)

(s)

seluruh

d.ikut...
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d. ikr.rt melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan kiadilan sosial.

(6) Ketenhran lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat
Pasangan Calon diahrr dalam peraturan KpU.

Pasal 278

Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasar 276
berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam'
Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim I(amparrye
Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan
atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertenhr;
d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD

e. memilih calon anggota DPD tertentu. ..

Pasal 279

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Ikmpanye
Pemilu secara nasional diatur dengan peratrrran KpU.
y"kq, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
Presiden dan wakil Presiden serta pemilu anggota DpR dan,
anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2TS ,

ayat (1) hun.f g ditetapkan dengan keputusan Kpu setelah
KPU berkoordinasi dengan Peserta pemilu anggota DpR dan
anggota DPD, serta tim kampanye pasangan calon presideri
dan Wakil Presiden :' .

wakhr, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
anggota DPRD provinsi sebagaimana dirnaksud dalam
fasal 275 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan Kpu
Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinisi dengan peserta
Pemilu anggota DPRD provinsi.

(1)

(21

(3)

(a) Wakhr.:.,.
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(4) wakttr, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 275 ayat (1) humf g aitetapkan dengankepuhrsan KPU Kabupaten/Kota, setetat XpU
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan peserta pemilu
anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Larangan Dalam Kampanye

Pasal 28O

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan'
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesiaf :

c. menghina seseorang, agana, sulnl, ras, golongan, calon,
dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
:,,masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta
Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikarr;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau
atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta

j. menjanjikan. . .
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i'j. Tenjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye pemilu.

(21 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan
Kamparrye Pemilu dilarang mengikrrtsertakan:
a. Kehra, wakil ketua, ketua muda, hakim agung p"d.'

Mahkamah Ag,ng, dan hakim pada semua 
-Uaaan

peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstihrsi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa
Keuarrgani

c. gubernur, deprrti gubernur senior, dan deputi gubernur
Bank Indonesia;

d. d.ireksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

:

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang
menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstmkhrral;

f. aparatur sipil negara;

g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

kepala desa;

perangkat desa;

anggota badan permusyawaratan desa; dan
Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak
memilih. .'

setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilarang
ilmt serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu. -
Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1)
huruf c, huruf f, hurrf g, hunrf i, dan huruf j, dan ayat (21
menrpakan tindak pidana Pemilu.

h.

i.
j.
k.

(3)

(41

PasalzAL...
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Pasal 281

IGmpanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil
Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walit<ota hanrs memenuhi
ketenhran:

a. Id"k menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali
Iiasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-u.d"t gr1r;,

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan-
keberlangsungan hrgas penyelenggaraan rregara dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah-

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat
legara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
diahrr dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

fgjabat negara, pejabat strukttrral, dan pejabat fungsional dalarn
jSbatan negeri, serta kepala desa dilarang membuit kepuhrsan
dan/atau melakukan tindakan yang mengunttrngtcan atau
merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

Pej-abat negara, pejabat stmktural dan pejabat fungsional
dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya
dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada
keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudatr masa Kampanye

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang
fcepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unii
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

(21

(3)

(1)

(21

Bagral . : .
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Bagran Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan l(ampanye

Pasal 284
Dalam hal terbukti pelaksana dan tim I(ampanye pemilu
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagait1ufl* kepada peserta Ikmpanye pemilu secara langsung "ti,

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;

c. memilih Pasangan Calon tertentu;
d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dljatuhi sanksi sebagaimana diafirr dalam undang-undang ini. .

Pasal 285
hrtusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukr:ra
tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
28o dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye
Pemilu anggota DPR, DpD, DPRD provinsi, dan bpfiO '
kabrrpaten/kota yang berstahrs sebagai calon anggota DpR, DpD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai
dasar KPU, KPU Provinsi, dan Kpu IGbupaten/Kota untut<
mengambil tindakan bempa:
a. pembatalan nama calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi;'

dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DpR, DpD, DpREi

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pasal 286
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Pasal 286

fagnSan Calon, calon anggota DpR, DpD, DPRD provinsi, 
:

PPRD kabupatenfkota,, pelaksana kampanye, dan/atau tim
kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang
atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara
Pemilu dan/atau Pemilih.

Pasangan Calon serta calon anggota DpR, DpD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti
melakukan pelanggaran sslagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai
sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon
serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DpRD
kabupaten/kota oleh KPU

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2t'
merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstnrktur,
sistematis, dan masif.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (21tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagran Keenam .

Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1 , 
'

Umum ,,
:

Pasal 287

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan lGmpanye pemilu dapat
dilalnrkan melalui media massa cetak, media daring (onlinel,
media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini. :

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalaml
rangka penyampaian pesan Ikmpanye Pemilu oleh peserta
Pemilu kepada masyarakat. ,'

(3)

(41

(1)

(21

(3) Pesan...
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Pesan _ Ikmpanye Pemilu ss[agaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat berupa hrlisan, suara, gambar, tulisan dan
gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, Salis,
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang tapat
diterima melalui perangkat penerima pesan.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan
mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
gada ayat (1) harrs memahrhi larangan dalam Kamparrye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.
Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setama Masa
Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak
Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada
kepentingan Kampanye Pemilu yang mengunttrngkan atau

Pasal 288
(1) Iembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia,

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga
penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan
lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi walrtti'
yang sama dan memperlalnrkan secara berimbang peserta 

,

Pemilu untuk menyampaikan materi lGmpanye pemilu. 
,

(21 Lemboga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proseS
Pemilu sebagai benhrk layanan kepada masyarakat, tetapi .'

tidak boleh dimanfaatkan unhrk kepentingan kampanye
Peserta Pemilu.

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia
menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye
Pemilu yang sarna kepada setiap peserta pemilu.

Paragraf2. . .
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Paragraf 2

Pemberitaan Kampanye

Pasal 289
(1) Pemberitaan Kampanye pemilu dilalnrkan oleh media massa

cetak media daring, media sosiar, dan rembaga penyiaran
dengan siaran langsung atau siaran hrnda.

(21 Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang
menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan rampanye
Pemilu ha'us berlaku adil dan berimbang kepada 

"tmuaPeserta Pemilu.

Paragraf 3

Penyiaran Kampanye ',

Pasal 290
(l) Penyiaran Kampanye pemilu dilakukan oleh lembaga,

penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang
melibatkan suara dan/atau gambar pemiisa atau suara
pendengar, debat Peserta pemilu, sertajajak pendapat.

(21 Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara
penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diahrr
oleh lembaga penyiaran. 

,

(3) Narasumber penyiaran monolog, diatog, dan debat harus
mematuhi larangan dalam Ifumpanye pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280. 

,.,

(41 siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh
lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan maiyarakat.

Paragraf4...
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(1)

(21

(3)

(l)

(2t

(3)

Paragraf 4

Iklan Kampanye

Pasal 291

Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu
di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau
fgpbas-a penyiaran dalam benhrk ittan komersiai dan/atau
iklan layanan unhrk masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (21.

Media massa cetak, media daring, media sosial wajib
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemitu
dalam pemuatan dan penayangan iklan xampanye pemilu. :

Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayanganiIl* Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ly"i 1zydilaksanakan oleh media massa cetak media daring, heciii
sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasa1292 ,.

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran dilarang menjual brocking segm.ent dan/ataiu
blocking time untuk Kampanye pemilu. 

r

Media massa cetak, media daring, media sosiar, dan lembaga
penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam rorm-at
Itau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan
Kampanye Pemilu.

Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga
penyiaran, dan Peserta pemilu dilarang menjual spot ikl;
yang tidak dimanfaatkan oleh salah iatu Feserta pemilu
kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293
(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kamparrye pemilu ditelevisi untrrk setiap peserta pemilu secara kumulatif

sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
puluh) detik unhrk setiap stasiun televisi 

""tlap 
hari selaria

masa Kampanye pemilu.

(2)Batas...
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Batas maksimum pemasangan iklan I(ampanye pemilu dil'radio unhrk setiap peserta pimilu secara tri"uLtif sebarryak
1o .{sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh)
detik untuk setiap stasiun raaio ietiap hari lehma masa
Kampanye Pemilu.

Batas maksimum pemasangan iklan l(amparrye pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlalru
untuk semua jenis iklan.
Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Ikmparrye
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1sy untuk 

-sgtiip

Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penylaran .

9"rgT, kewajiban memberikan kesempatan -Vang - sama '

kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 291 ayat (21.

Pasal 294
(1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga,

penyiaran*4nelakukan iklan Kampanye pemilu dalam bentrlk
iklan Ikmfarrye Pemilu komersial atau ikran Kampanye
Pgmilu layanan unttrk masyarakat dengan mematutri maeetik periklanan dan ketentuan peraturan perundangr
undangan - ''.

(21 Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembag.i
penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan xamparric
Pemilu komersial yang berlaku sama unhrk setiap piserta
Pemilu. 

;
(31 Tarif iklan Ikmpanye pemilu layanan untuk masyarak4t.

harus lebih rendatr daripada tarir ikhn Kampanye 
-pemilu 

,

',
komersial.

(41 Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran wajib menyiarkan iklan Kamparrye pemilu layanin
untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali aau*
sehari dengan durasi 60 (enam putuh) detik. ;

(5) Iklan Kampanye pemilu layanan unhrk masyarakai ,

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dapat dipioduksi
sendiri oleh media massa cetak, media daring-, medla sosial. ,.

dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. ,,,

(6) Penetapan . .,.
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Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye pemilu layanan
untuk . masyarakat yang diprodukii oleh pihah lain
sebagaimana dimaksud pada w.t (s) dilakukan oleh media
massa cetak, media daring, media sosial, dan lembagapenyiaran Y

Jumlah waktu tayang iklan Kampanye pemilu layanan unhlk'
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak
lermlsuk jumlah kumulatif sebagaimana aimatsua' dalam,
Pasal 293 ayat (t), ayat (2), dan ayat 1S;.

Pasal 295
Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan
halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pl*r."t ri
berita dan wawancara serta untrrk pemasErng;, ikl"r, Ii.*p;y;

.

Pasal 296 
r;

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukarr ,

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan I(ampanye
Pemllu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media *""1"
cetak.

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan
iklan Kampanye diatur dengan peraturan KpU.

Bagian Ketqiuh
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298
(1) KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, ppS, dan

PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahanTdesar.
dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan
lokasi pemasangan alat peraga unhrk keperluan tcamp'anye
Pemilu.

(2) Pemasangan

{D
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Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindalran kota atau kawasan setempat
sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

Pemasangan alat peraga Kamparrye Pemilu pada tempat yang
menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan
izin pemilik tempat tersebut.

Alat peraga Kampanye Pemilu harr.s sudah dibersihkan oleh'
Peserta Pemilu paling lambat 1 (sattr) hari sebelum hari

Ketenhran lebih lanjut mengenai pemasangan dan
pembersihan alat peraga Kampanye pemilu diahrr dalam
Peraturan KPU.

Bagran Kedelapan

Kampanye Pemilu .olehPresidentr#-l presiden dan

Pasal 299

Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan
Kamparrye

Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai
Politik mempunyai hak melaksanakan l(ampanye.
Pejabat negara lainnya yang bukan berstahrs sebagai,
anggota Partai Politik dapat melaksanakan I(ampanye,
apabila yang bersanglmtan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil presiden; 
)

b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KpU;,
atau :

c. pelaksana kampanye yang sudatr didaftarkan ke KpU. '

(3)

(4)

(s)

(l)

(2)

(3)

Pasal3OO...
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Pasd 3OO 
,;

selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden,
pejablt negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan
keberlangstrngan tugas penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintatran daerah.

Pasal 301 r

Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi .

oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam'i
melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden
memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai"
Fresiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302

Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat l3l
huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
Cuti bagi menteri yang melaksanakan lkmpanye dapat
diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap minggu selama
masa Kampanye. 

,,

Hari libur adalah hari bebas unhrk melakukan Kamparry-e
di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (21....

Pasal 303 :

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau
walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye
dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimat<sud
dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan hun.f c dapat diberikan
cuti.

cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil
bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan'
Kampanye dapat diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap

Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kamparrye,
di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(21.

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

(3)

(a) Apabila. . .
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Apabila gubernur dan wakit gubernur, bupati dan wakil
bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan
sebagai anggota tiln kampanye melaksan;kan kamp'anye
{fl* wakhr yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari,

Pelaksanaan hrgas pemerintah oleh sekretaris daeratr
sebagaimana dimaksud pada ayat (41ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri atas nama presiden.

Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil',
Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang:

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (U
benrpa:

a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi .

kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas
pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;

b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik
Pemerintah, milik pemerintatr provinsi, milik pemerintatr
kabupaten/kota, kecuali daeratr terpencil yang
pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan",
prinsip keadilan; -

c. sarana perkantoran,
sandi/telekomunikasi

radio daerah dan
milik pemerintah

(1)

(21

provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan 
jd. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah.
(3) Gedung atau fasilitas negara sslqgaimana dimaksud pada

ayat (21 yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal3O5...
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Pasal 305
Penggunaan fagilitas negara yang melekat pada jabatan
Presiden dan wakil presiden minyangkr:t pengainanan,:
kesehatan, dan protokoler dilakukan-""sl"i aenga; kondisi
lapangan secara profesional dan proporsional.
Dalam hat Presiden dan wakil presiden menjadi calon
Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas nig"r" yang
melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberika"
sebagai Presiden dan Wakil presiden.

calon Presiden dan calon wakil presiden yang bukan'
Presiden dan wakil Presiden, selama t<ampanye aiuerit<an
fl"itiF: pengaman€u1, kesehatan, dan pingawatan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada:
ayat (3) dibiayai dari APBN. 

,.

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan
pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur,
dengan Perattrran Presiden. :

Bagian Kesembilan

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasat 306

Pemerintatr, perDerintah provinsi, pemerintatr.
kabupaten/kota, kecamatan, dan keluiatran/desa,
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu,
pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan
fasilitas umum unhrk penyampaian materi 

- 
xampanye

Pemilu.

Pemerintatr, pemerintah provinsi, pemerintatr
kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia dilarang melalnrkan tinEatcan yang
menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelakiani 

,

kampanye, dan tim kampanye.

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

Bagran . . .



Pasal 307
Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu_Kabupate n I Kota, panwaslu,,
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan parrwaslu LN,
melakukan pengawasan atas pelaksan."r, i<^*panye pemilu.

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melalmkan pengawasan atas
pelaksanaan Ihmpanye pemilu di tingkat teturirran/desa.

(21 Panwaslu Kelurahan/Desa menerima laporan dugaan adanya
pelanggaran pelaksanaan Kampanye pemilu di ti'i6ikelurahan/d:o yang dilakukan oleh pps, pelakina
Ikmpanye Pemilu, peserta Kamparrye pemihr, dan timkamparrye ,:

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193_

Bagran Kesepuluh
Pengawasan atas pelaksanaan Kampanye pemilu

(1)

(21

Pasal 309 
..

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pps
$_engan sengaja melalmkan atau laiai aaum pelaksanaan ,

Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kampanye pemilu ai tingtcat kelurih"rr]a.J.,
Panwaslu Kelurahan/Desa menyampJto" laporan {epaaa
Panwaslu Kecamatan

Dalam hal terdapat bukti permuraan yang cuk'p batrwapel*s1la kampanye, peserta kampanye, 
"t , tim kampanye

T:l"kr!.r, pelanggaran kampanyl slUagaimana dimaksud
dalam Pasal 28o ayat (1) dan ayat (21 d"t"'', pelaksanaan
kampanye yang mengakibatkan terganggunya peraksanaan .

I(ampanye Pemilu di tingkat kelurahanTaesa, p""*asru
Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kepada pps. . ,.,

Pasal 3fO..
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(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Ihmpanye Pg*ilg di tingkat kelurahan/desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) dengan:
a. menghentikan pelaksanaan kampanye peserta pemilu

yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu setelah
mendapatkan persettrjuan dari ppK 

;

b. rnelaporkan kepada PpK dalam hal ditemukan bukti
permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana,
Pemilu mengenai pelaksanaan I(amparrye pemilu; 

,ll
c. melarang pelaksana atau tim Kampanye pemilu unhrk,

melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelah
mendapatkan persetqiuan PPK; dan/atau

d. melarang peserta Ikmpanye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berikutnya setelah mendapatlan
persehrjuan PPK.

(21 PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan penyelesaiarr
sebagaimana diahrr dalam Undang-Undang ini.

Pasal 311 .','

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye dengan sengaja atau lalai yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kamparrye di tingkat
kelurahan/desa, dikenai tindakan hulnrm sebagaimana diattrr
dalam Undang-Undang ini.

Pasal 312
(1) Panwaslu Kecamatan wajib

sslagaimana dimaksud dalam
melaporkan kepada PPK.

(21 PPK wajib menindaktanjuti laporan sebagaimana dimaksudr
pada ayat (1) dengan rnerf,.errlskan laporan tersebut kepada,
KPU Ikbupaten/Kota.

menindaklanjuti laporan
Pasal 3O9 ayat (1) dengarr

(3) KPU...
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(3) KPU KabupatenlKota wajib menindaklanjuti t"por.q
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan membe-rikari
sanksi administratif kepada pps.

Pasal 313 i
(1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Ikmpanye pemilu di tingkat kecamatan.
(21 Panwaslu Kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran

pelaksanaan l(ampanye Pemilu di tingkat kecamatan-yang
dilalflrkan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta
kamparrye, dan tim kampanye.

Pasal 314
(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup batrwa ppK

melalnrkan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan
IGmpanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kamparrye Pemilu di tingkat kecamatan,
Parrwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa
pelaksana kampanye dan tim kampanye, atau peserta
kampanye dengan sengaja melakukan pelanggaran
kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (I)
dan ayat (21 di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan
melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dafr:
menyampaikan temuan kepada ppK.

,

Pasal 315 . :
(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran

{gmganye Pemilu di tingkat kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) dengan:

a. menghentikan pelaksanaan kamparrye peserta pemilu
yang bersangkutan yang terjadwal pada hari ittr setelah.
mendapatkan persettrjuan Bawaslu Kabupaten/Kotal ; "

b. melaporkan .
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b. melaporkan kepada Kpu Kabupate nlKota dalam hal
ditemukan bukti permulaan yang cukup adarrya tindak
pidana Pemilu mengenai pelaksanaan ramparrye pemilu;

c. melarang pelaksana kampanye atau tim kampanye unhrk
melaksanakan Kamparrye pemilu berikutnya setelatr
mendapatkan persetqiuan Bawaslu Ikbupaten/Kota;
dan/atau

d. melarang peserta Kamparrye pemilu untuk mengikuti
Kampanye Pemilu berilnrtnya setelah mendapatkan
persetqiuan Bawaslu Kabupaten/ Kota.

(21 KPU Kabupate n/Kota wajib menindatdanjuti raporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
melalnrkan tindakan penyelesaian sebagaimana diahrr dalarr.l
Undang-Undang ini.

Pasal 316 .",'

Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) sebagai,,
temuan dan menyampaikannya kepada KpU

KPU Ikbupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan '

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan
sanksi administratif kepada PPK.

Pasal317
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasa4 ,

pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota,
terhadap kemungkinan adarrya: ,,

a. kesengqiaan atau kelataian anggota KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atatl
pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung; atau

(1)

(21

b. kesengajaan .
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b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim,,
kamparrye, dan peserta kampanye melakukan- tindak
pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang
mengakiba$an terganggunya Kamparrye pemilu V"rrg
sedang berlangsung

(21 Dalam melalmkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota: 

: ,

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
ketenhran pelaksanaan Ikmpany; pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KpU
Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye pemilu "

untuk ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran

tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yand
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kamparrye
Pemilu oleh anggota KPU Ihbupaten/Kota, sekretaris dan
pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada
Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentagrg
pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota,
sekretaris dan pegawai sekretariat Kpu lhbupaten/Kota
yang terbukti melalmkan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye pemilu yang sedang
berlangsung.

Pasal 318 ''

(l) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaarr
pelanggaran terhadap ketentuan pelalcsanaan Ikmpanye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal gLT ayat Al
lrr*f a yang merupakan pelanggaran administratif, pada'
hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. .:

(2) Dalam .
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Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana-kamparrye, firn
kampanye dan peserta thmpanye pemilu iti -tingkat;

kabupatenlkota, Bawaslu IkbupatLnlKota *"rry*p"Ion

KPU Ifubupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan
temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup
alan-va pelanggaran administratif olih pelaksani tampanye,
tim kamparrye, dan peserta Ihmpanye pemilu paai rr-ari
diterimanya laporan. 

.

Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima raporan
dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuari'
pelaksanaan Kampanye pemilu oleh anggota KpU'
KabupatenfKota,, sekretaris dan pegawai set<retariat KplJ
KabupatenfKota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan

Pasal 319

Bawaslu Provinsi melaktrkan pengawasan pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan
adarrya kesengajaan atau kelalaian:

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung; atau i .

b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta.
kampanye melakukan tindak pidana pemilrr atanr
pelanggaran administratif yang mengakibatkan
tergenggunya I(ampanye Pemilu yang sedang
berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . r

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran,
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c.menyampaikan...

(21
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c.

d.

menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu provinsi
tglt rrg pelanggaran Kampanye pemilu untukditindaktanjuti; ':;

meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu i
menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebogai dasar ,ynhrk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yarrg ',
berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana perinitu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelahsanaan Ikmpanye pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi; dan/atau
mengawasi pelaksanaan tindat< lanjut rekomendasi
lawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KpU
Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KpU
Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu,
atau administratif yang mengakibatkan terganggunya 

"Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 320

Bawaslu Provinsi menindaklanjuti laporan dugaan
pelanggaran terhadap ketenhran pelaksanaan Ihmpanye
femilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 319 ayat (21
huruf a yang merupakan pelanggaran administratif pada hil.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya
pelanggaran administratif oleh pelaksana kamparrye, tim
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu di tingkat provinsi,
Bawaslu Provinsi menyampaikan temuan dan - 

laporarr
tersebut kepada KPU Provinsi.

KPU Provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan
yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya 

'

pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tiro
kampanye, dan peserta Kampanye pemilu -padl 

hari
diterimanya laporan.

e.

(r)

(21

(3)

(a) Dalam...
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(41 Dalam hal Bawaslu provinsi menerima laporan dugaan
pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksaiaan
Kamparrye Pemilu oleh anggota Kpu provinsi, sekretaris,
dan/atau pegawai sekretariat Kpu provinsi, maka Bawaslu
Provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 321 :

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tatrapan
kampanye secara nasional, terhadap kemungkinan adanya: .

a. kesengajaan atau kelalaian anggota Kpu, Kpu provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi;
pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KpU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota melakr:kan tindak pidana pemilu atau
pelanggaran administratif ymtg mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye pemilu yang
sedang berlangsung; atau 

:

b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim
kampanye, dan peserta kampanye melaktrkan tindak,
pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Ikmparrye
Pemilu yang sedang berlangsung.

(21 Dalam meld<ukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bawaslu:

a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye pemilu; . 

,

b. menindaklanjuti temuan dan laporan adanya
pelanggaran Kamparrye pemilu yang tidak mengandung
unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Kpu tentang,
adanya pelanggaran Kampanye pemilu untu[
ditindaklanjuti; .:

d. meneru.skan temrran dan lapora' tentang dugaan adanya.
tindak pidana Pemilu kepada penegakan huk'm terpadu;

e.memberikan...i'

{D
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memberikan rekomendasi kepada Kpu tentang dugaan
adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggot" XpU, KpU 

,

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sekretariJ Jenderal Kpu,
pegawai Sekretariat Jenderal KpU, sekretaris KpU:
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris
KPU Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi'
pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KpU provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi,'
pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KpU
Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KpU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye
Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 322
(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan
Kamparrye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 321
ayat (21 hunf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada
hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(21 Dalam hal terdapat bukti permulaan yang culnrp tentang
dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana
kampanye, tim kampanye dan peserta lGmpanye pemilu di
tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan
kepada KPU.

(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang
mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan
adanya pelanggaran administratif oteh pelaksana kampanye,
tim \ampanye dan peserta Kampanye pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, KpU langsung menetapkan
penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya
laporan. j.

e.

(4) Dalam. . .
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(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran
administratif- terhadap ketenhran pelaksana"n- ra*prrry
Pemilu oleh anggota KpU, KpU provinsi, - fpU
Kabupatenf Kota., Sekretaris Jenderal KpU, pegawai
sekretariat Jenderal KPU, sekretaris Kpu provinsi, pelawai,
sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu Kabupateh l-Kota,,,,dan pegawai sekretariat Kpu l(abupaten/Kota, maka
Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Kpu untuk
memberikan sanksi.

Pasal 323

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi
penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada
anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, sekretario
Jenderal KPU, pegawai sekretariat Jenderal Kpu, sekretaris KpU'.
Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris Kpu
Kabupatenf Kota, dan pegawai sekretariat Kpu Kabupaten/Kota
yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu atau pelanggaran
administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan
Ikmpanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 324

Tindak lanjut hasil pengawasan atas pelaksanaan I(ampanye
Pemilu tidak memengamhi jadwal pelaksanaan l(ampanye pemilu
yang telah ditetapkan

Bagran Kesebelas

Dana Kamparrye Pemilu

Paragraf 1

Dana Kampanye Pemilu presiden dan Wakil presiden 
:

,',

Pasal 325 :

(1) Dana Kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden menjadi
tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) Dana. . .



(3)

(4)
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(21 D_ana lfmpalye sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat
diperoleh dari:

a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
b. Partai pgliu't dan/atau Gabungan partai politik yang

mengusulkan pasangan Calon; dan - 
,

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 
;

selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud ,

pada ayat (21, kampanye Pemilu Fresiden dan wakil presiden
dapat didanai dari APBN.

P*" Kamparrye sebagaimana dimaksud pada ayat (2|dapat
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 326 .::

D*1 lhmpanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32s ayat (2) hurr.f c berupa surib.rrg"r,
yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat
per-asal dari perseorangan, kelompok, penrsahaan, dan/aLu.
badan usaha nonpemerintah.

Pasal 327
(1) Dana Kampanye yang berasal dari pers€ors,ngarr-

sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak ubterr melebihi
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima rahrs juta rupiatr). 

,(21 Dana Kamparrye yang berasal dari kelompok, perusahaan,
atau badan usaha nonpemerintah sebagaim"n" di*"t.rrd
dalam Pasal 926 tidak uoter, melebihi
Rp25.OOO.OO0.O00,O0 (dua puluh lima miliar rrpiah).

(3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan
usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 1-;, harus
melaporkan sumbangan tersebut kepada KpU. ,

(4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.-

Pasal328...
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Pasal 328

Dana I(ampanye Pemilu presiden dan wakil presiden berupa
g3ng sebagaimana dimaksud dalam pasal 32s ayat (4) wajib
dicatat dalam pembukuan khusus dana rcampanye dan
ditempathan pada rekening khusus dana lca*panye
Pasangan Calon pada bank.

P*? Kampanye berupa sumbangan dalam benhrk barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud datam pasar 325
ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada
saat sumbangan ihr diterima
Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32S
ayat (21 wajib dicatat dalam pembulman penerimaan dan
pengeluaran khusus dana Ihmpanye yang terpisatr dari
pembulnran keuangan Pasangan Calon masing-masing.
Pembukuan dana Ihmpanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil
Fresiden dan ditutup 7 (tr{uh) hari sebelum penyampaian
laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye
kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk KpU. .

.:

Paragraf 2 ;:,'

Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan ,'

Pasal 329

Kegiatan lGmpanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab,,
Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
Dana Kamparrye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari: 

.i..a. partai politik; , .l

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari partai politik yang bersanglnrtan;
dan

c. sumbangan yang sah menunrt hutr:um dari pihak lain.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3) Dana...


